BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2016 :
" TENTANG: |
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA- ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
‘Tahun 2015, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Kepala
Daerah menyampaikan - Peraturan Daerah tentang
Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD" kepada DPRD
‘berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bﬁlan setelah
tahun anggaran berakhir” jo. Pasal 298. ayat (1) Peraturan
‘Menteri Dalam 'Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daérah, yang terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, “Kepala Daerah menya:hpaikén Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
émggaran berakhir”.



Mengingat

.2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah  tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjae Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 1822); -
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

~ Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan ' Nepotisme . (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undahg-Undang Nomor. 17 Tahun -2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

| Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun "2004 tentang

-Perbendaharaaﬁ Negara (Lemba.ra.n Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun -2004 tentang

" Pemeriksaan Pengelolaan dan - Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan _Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

-Perencanaan - Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
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7.

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun - 2004 tehtang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 'tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ,

Undang-Undang Nomor 12 Tai'lun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan | APerundang-unda.ngan
(Lembaran " Negara Repﬁblik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran- Negéra Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran _ Negara Republik

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor '5587) sebagaimana

. telah " diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

~ atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Té.hun 2015 Nomor 58, Ta;tmbahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 56'79); '

11.

12,
- Kedudukan Protokoler dan Keuanga.n ‘Pimpinan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan - Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto -(Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor" 3147),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun- 2004 tentang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat® Daerah (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun ,20(}4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negé.ra ‘Republik Indonesia Nomor
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13.

14.

15.

4416), sebagaimana telah diubah uhtuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712); |

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonhesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lerhlparan Negara. Republik ' Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 teritang

~ Sistem Infoi’masi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

16.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

17.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun' 2006 tentang

~ Pelaporan Keuangan dan Kinerja 'Iﬁstansi Pemerintah

18.

19.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

. Nomor 25,. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614); A
Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

"Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam 'Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

| 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

Lo - 2015 tentahg Pembentukan Produk Hukum Daerah;

: 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11
Tahun 2006 tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan
Keuangan - Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten
Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten  Gorontalo Nomor

i 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Penddpatan ° dan

S Belaﬁja ' Daerah  Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

~ Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun
2015- tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 'dan
Belanja Daerah Tahun . Anggaran éOlS (Lembaran

Daerah Kabupéten Gorontalo Tahun. 2015 Nomor 5);

o ' bengan' Persetujuan- Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. ' '

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo berupa

laporan keuangan memuat:
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. Laporan Realisasi Anggaran;
. Neraca;

. Laporan Arus Kas;

a

b

c

d. Laporan Operasional,;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g Catatan Atas Laporan Keuangan; dan |

- h. Ikhtisar Lapbran Keuangan Badan Usaﬁa Milik Daerah.

-(2) Laporan keuangan sebagaimana dirhaksud pada ayat (1)

- dilampiri “dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha’ milik- ~daerah/perusahaan
* daerah.

‘ . Pasal 2 °

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :-

" 1. Pendapatan Daerah . Rp. 1.093.070.223.386,67
2. Belanja Daerah - " Rp.__1.115.723.910.634.45
B Defisit Rp. ' (22.653.687.247,78)

| . 3. Pembiayaan- Daerah : ' o |
a. Penerimaan ' Rp.  .127.849.585.067,44
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Neto ~ Rp.  127.849.585.067 44

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 sebagai berikut : ' '
’ (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
.Rp. 2.734.198.955,33 dengan rinciarvlkseb'agai berikut :
a. Anggaran Pendapatan , . )
Setelah Perubahan  Rp. 1.095.804.422.342,00

b. Realisasi _ " Rp. 1.093.07.0.223.386,67

Selisih Rp. - 2.734.198.955,33
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi bélanja sejumlah

-G

@

Rp. 105.930.096.774,55 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan = Rp. 1.221.654.007.409.00
b. Realisasi Rp.  1.115.723.910.634,45
" Selisih Rp. 105.930.096.774,55

Selisih  anggaran dengan realisasi  surplus/defisit

- sejumlah Rp.(103.195.897.819,22) dengan ' rincian sebagai

_ berikut :
a. Surplus/Defisit _ '
Setelah ‘Perubahan Rp. (125.849.585.067,00)
b. Realisasi  Rp. . -(22.653.687.247,78)
Selisih Rp.  (103.195.897.819,22)

Selisih  .anggaran dengan  realisasi .Penerix.naan

Pembiayaan sejumlah Rp. 0,44 dengan rincian sebagai

- berikut : |
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | :
Setelah Perubahan . Rp.  127.849.585.067,00
b. Realisasi . “'Rp. - 127.849.585.067,44
' Selisih Rp. 0,44

-Selisih  ‘anggaran dengan realisasi. Pengeluaran

Pembiayaan sejumlah Rp. 2.000.000.00(5,00 dengan

‘rincian sebagai - berikut :

 a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan ° Rp.  2.000.000.000,00
'b. Realisasi ' Rp. ' 0,00
Selisih Rp.  2.000,000.000,00

‘Selisih anggaran dengan realisasi - Pgm!)iayéan Neto
sejumlah Rp. (2.000.000.000,44) dengan Tincian sebagai

berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Neto . :

Setelah Perubahan Rp. _125:849.585.067,00
b. Realisasi Rp.  _127.849.585.067,44
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Selisih Rp. - (2.000.000.000,44)

Pasal 4 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per
31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

" a. Jumlah Aset . Rp. 1.244.891.074.062,10
b. Jumlah Kewajiban Rp. 8.917.593.238,23
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.235.973.480.823,87

. Pasal 5

Laf;oran arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
_ huruf ¢ . untuk tahun yang berakhir sampal déngan
31 Desember tahun 2015 sébagai berikut :"
a. Saldo Kas Awal .per 1 Januari ,

Tahun 2015 ~ Rp.  109.534.254.813,62
" b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 163.386.150.955,58
c. Arus Kas dari aktivitas investasi ’ '

non keuangan Rp. (189.413.058.532,00)
_d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaanRp. ' (0,00)
e. ArusKas dari aktivitas o
non anggaran Rp.  (4.503.430,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember .
tahun 2015 , Rp. 105.782.284.386,66
Pasal 6

_Catatan atas - laporan keuangan sebagaimana. dimaksud
pada pasal 1 huruf d tahun- anggaran '.2015 memuat
informasi baik secéra kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan. |
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.9.

" Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada

Peraturan Daerah

a. }Lampiran [
Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

pasal 1 tercantum dalam lampiran
ini, terdiri dari :

: Laporan Realisasi Anggaran.

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi,;

:Rincian ~ Laporan Realisasi - Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, - belanja dan

pembiayaan;

:Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

- daerah ‘untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pe’merin"cahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan Negara;

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6
Lampiran [.7

Lampiran 1.8
Lamplran I.é

Lampiran [.10 :

: Daftar jumlah pegawai; per golongan per

jabatan,;

: Daftar piutang daerah; ) _
: Daftar pgnyertaan modal  (investasi)

daerah,;

: Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap lainnya;

: Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Daftar ~ kegiatan-kegiatan yang belum

.diselesaikan ~ sampai akhir tahun dan

dianggarkan' .kembali - dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);
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i Lampiran I.11 : Daftar daha cadangan -daerah;
| Lampiran .12 :Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah; :

I Lampirén I : Neraca;
| c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

. e. Lampiran V :Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

1 f. Lampiran VI :Laporan Pefubahan Ek,uitas’;.

5 - 8 Lampiran VII : éatatan Atas Laporan Keuangan; dan

h. Lampiran VIII :lkhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha
I " Milik Daerah. |

: Pasal 8

. Lampiran ‘laporan keuangar.l" sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 ayat (2) terdiri dari: .
a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan
daerah ini. )
"b. Ikhtisar  laporan  keuangan badan ~usaha  milik
daerah/perusahaan daerah tercantum da]am lampiran VIII

peraturan daerah ini.

'Pasal 9

Bupéti menetapkan peraturan kepala® daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari pei‘tanggungjawabah - pelaksanaan
APBD. ' -

Pasal 10

Peraturan daerah - ini mulai berlaku - pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 Juli 2016

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

”~

AH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (6/2016)



